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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN  WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR   18   TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU                                

NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI                    

BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                  

KOTA BENGKULU  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dapat 

disediakan Tunjangan Transportasi dan apabila melihat 

kondisi saat ini maka Peraturan Walikota Nomor 36 

Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Bengkulu perlu dilakukan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, 

besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota 

DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan 

transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi 

Bengkulu; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, 

pemberian Tunjangan Transportasi diatur dengan 

Peraturan Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;  



-2- 

 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967  tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang 

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor  9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                  

Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 06);  

14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 

Bengkulu Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu 

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 

Nomor 17); 

16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 

Nomor 31); 
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17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 49), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Bengkulu Nomor  9 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran  Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota 

Bengkulu Tahun 2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2017 

TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

BENGKULU. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor              

36 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah     

Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 

Nomor 36) diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 2 

(1) Kepada  Anggota DPRD diberikan Tunjangan 

Tranportasi; 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.18.000.000 

(delapan belas juta rupiah) dibayarkan                       

per bulan.  

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4  
 

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021. 
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Pasal II 
 

 

Pertauran Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 
 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  27 Juli  2021              

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 
 

 

 

 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal   27 Juli  2021         

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKUL 

Cap/dto 

ARIF GUNADI  

Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 

 

 

 
NURLIA DEWI, SH, MH 

NIP.19850418 200312 2 002 
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